PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 1%% TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 148 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Menimbang

Mengingat

p—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

bahwa dalam rangka penyempurnaan dalam Pasal 8
Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu
ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3193);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4181);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta
Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3283);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018
tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
Yang Wajib ditera dan ditera Ulang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018
tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang
dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 812);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018
tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);

10.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2020 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

¥ Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 148 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
? PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 148
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Retribus Pelayanan
Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2020 Nomor 148), diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Va



Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 8

(1) Segala biaya pelaksanaan yang timbul diakibatkan oleh
Pelayanan Tera/Tera Ulang dibebankan kepada Pemilik UTTP
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada pemilik UTTP berskala Usaha Menengah
dan Usaha Besar.

(3) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut :

a. uang saku petugas = Rp. 150.000 orang/hari,

b. penginapan petugas = Rp. 250.000 orang/hari;

c. sewa kendaraan petugas = Rp. 900.000 unit/hari;
d

sewa kendaraan peralatan standar = Rp. 1.500.000
unit/hari; dan

e. upah tukang angkut batu bidur (3 orang) = Rp. 629.472/
kali/pengujian.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 9 /‘\qwh}ﬁ’ 2021

BUPA NYUASIN,
- Y

A

PH. ANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 19 A%wfv( 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

&

H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR /%33



